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The establishment of the Indonesian Botanic Gardens has shown significant progress over the past ten years, 
especially in the program of Regional Botanic Gardens. The Regional Botanical Gardens development 
program manifests LIPI's real contribution in applying science and technology for environmental 
sustainability and community welfare. The program also involves other agencies such as the Ministry of 
PUPR (Public Work and Housing), local government, universities, and the private sector. Developing the 
Regional Botanical Gardens includes three stages, including the planning stage, the development stage, and 
the management stage. A number of 43 botanical gardens have been built, 4 of which are in the planning 
stage, 20 are in development, and 19 are preparing for management. There are two challenges in establishing 
a regional botanical garden, originating from internal factors (Central Government) or external factors (Local 
Government). Fundamentally, the problem is commitments related to funding continuity, policy support, 
self-supporting infrastructure, infrastructure maintenance, and the involvement of other parties in the 
network. However, by looking at the increasing trend of botanical garden development, efforts to save 





Pembangunan Kebun Raya di Indonesia 
selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan 
kemajuan yang pesat, terutama dengan 
adanya pembangunan Kebun Raya Daerah. 
Program pembangunan Kebun Raya Daerah 
merupakan salah satu bentuk aktualisasi 
tugas dan fungsi LIPI dalam mengaplikasikan 
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 
kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 
masyarakat sekitarnya. Kebun Raya 
merupakan solusi logis pada saat ini, sebuah 
konsep konservasi ex situ yang telah terbukti 
mampu mempertahankan kelestarian 
tumbuhan Indonesia selama ratusan tahun. 
Selama itu pula, geliat perekonomian 
masyarakat sekitar terus tumbuh dan 
berkembang menjadi bagian tidak 
terpisahkan dari sejarah pembangunan suatu 
Kebun Raya. Oleh karenanya, Kebun Raya 
menjadi sebuah model konsep pengelolaan 
kawasan yang sinergis antara konservasi dan 
kesejahteraan masyarakat. Atas dasar inilah, 
antusiasme yang tinggi oleh pemerintah 
daerah untuk membangun kebun raya di 
daerahnya hingga kini terus berkembang. 
Inisiasi pembangunan kebun raya baru 
sejatinya dimulai sejak tahun 2004 setelah 
Pidato Presiden pada acara peringatan Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) 
tanggal 11 Agustus 2004 di Serpong yang 
menyerukan tentang pentingnya dilakukan 
pembangunan kebun raya di setiap provinsi 
di Indonesia (Siregar et al., 2010). Seruan ini 
kemudian ditindaklajuti dengan Surat Edaran 
Menteri Riset dan Teknologi kepada seluruh 
Gubernur di Indonesia No. 77/M/VIII/2004 
yang menghimbau agar setiap provinsi dapat 
mengupayakan pembangunan minimal satu 
kebun raya dan berkoordinasi dengan 
Peta Sebaran Kebun Raya Indonesia ABSTRACT 
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Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
untuk pelaksanaannya.  
 
Antusias Pemerintah Daerah dalam 
pembangunan Kebun Raya mencapai 
puncaknya ketika 23 Kepala Daerah 
menandatangani Deklarasi Bedugul tahun 
2009. Deklarasi Bedugul ini berisi komitmen 
bersama 23 Pemerintah Daerah, LIPI dan 
Departemen Pekerjaan Umum (nama 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat pada saat itu) dalam 
upaya mempercepat pembangunan Kebun 
Raya Daerah. Sebagai dasar kebijakan 
nasional kegiatan pembangunan Kebun Raya 
Daerah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 
3 tahun 2009 tentang pembangunan 
infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun 
Raya dan Cagar Budaya Tertentu memperkuat 
pentingnya dilakukan pembangunan kebun raya 
di Indonesia. Inpres tersebut memberikan 
ruang kepada kementerian teknis untuk 
terlibat secara aktif dalam pembangunan 
kebun raya. Selanjutnya, seiring berkembangnya 
Kebun Raya Daerah mengharuskan adanya 
dasar kebijakan nasional yang lebih kuat. 
Pada Tahun 2011 dikeluarkan Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2011 
tentang Kebun Raya. Perpres ini semakin 
mempermudah akses LIPI dan Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) dalam mendukung pembangunan 
Kebun Raya Daerah.  
 
Pembangunan Kebun Raya Daerah 
mendapatkan perhatian dari Pemerintah 
setelah masuk dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2010 – 
2015 yang diatur dalam Peraturan Presiden 
No. 5 Tahun 2010. Pembangunan Kebun Raya 
Daerah termasuk dalam Program Prioritas 
Nasional ke-9. Dalam dokumen tersebut 
disebutkan target penambahan 2 Kebun Raya 
dilaunching dan 2 Kebun Raya dinisiasi setiap 
tahunnya. Selanjutnya, Peraturan Presiden 
No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, 
pembangunan Kebun Raya Daerah termasuk 
dalam Prioritas Nasional Bidang IPTEK 
dengan target yang sama. Menurut data 
Bidang Pengembangan Kawasan Kebun Raya 
(2019), hingga tahun 2019 dari 14 kebun raya 
yang ditargetkan launching telah tercapai 12 
kebun raya dengan persentase capaian 
sebesar 85,71%, dan dari 10 kebun raya yang 
ditargetkan diinisiasi telah tercapai 13 kebun 
raya (130%). Jika dihitung mulai dari KR 
Massenrempulu Enrekang (2013) dan KR 
Balikpapan (2014), maka total kebun raya 
yang dilaunching hingga akhir 2019 adalah 14 
kebun raya. Hasil yang cukup menggembirakan 
berkat kerjasama yang baik antar 
stakeholder, tidak saja LIPI, Pemda, dan 
Kementerian PUPR sebagaimana di awal, 
namun telah berkembang dengan melibatkan 
beberapa instansi lain, yaitu Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, 
Perguruan Tinggi, dan Swasta. 
 
Dukungan infrastruktur dari Kementerian 
PUPR sangat dirasakan manfaatnya bagi 
pengelola Kebun Raya. Nota Kesepahaman 
antara LIPI dan Kementerian PUPR Nomor 
08/PKS/M/2013 dan Nomor 019/KS/LIPI/VIII/2013 
tentang  Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang 
Terbuka Hijau Dalam Bentuk kebun Raya 
diimplementasikan dalam Roadmap Pembangunan 
Kebun Raya Indonesia 2015 – 2019. 
Selanjutnya kerjasama tersebut diperpanjang 
dengan adanya MoU LIPI dan Kementerian 
PUPR Nomor 08/KS/LIPI/III/2018 dan Nomor 
06/PKS/M/2018) tentang Dukungan Infrastruktur 
dalam Pembangunan Kebun Raya. Kerjasama 
ini akan diimplementasikan dalam Roadmap 
Pembangunan Kebun Raya Indonesia 2020 -
2024 yang sedang dalam proses penyusunan. 
Selain kebun raya yang di-launching dan 
diinisiasi, capaian pembangunan Kebun Raya 
Daerah tercatat dalam dokumen Indonesian 
Biodiversity Strategy and Action Plan/ IBSAP 
(Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman 
Hayati Indonesia) 2015-2020. Pada Rencana 
Aksi 3 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi 
Kehati 2003 – 2020. 
 
Kerjasama LIPI dan Kementerian PUPR 
dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, 
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Kabupaten dan Kota), Perguruan Tinggi, 
maupun swasta semakin diperlukan karena 5 
(lima) kebun raya LIPI hanya mampu 
mengkonservasi sekitar 20% dari tumbuhan 
Indonesia. Berdasarkan ketersediaan dan 
daya dukung lahan, kebun raya yang dikelola 
LIPI diperkirakan hanya mampu mengkonservasi 
maksimal 30-40% tumbuhan Indonesia. 
Hingga akhir tahun 2019, terdapat 43 kebun 
raya yang terdiri dari 5 kebun raya LIPI, 36 
kebun raya Pemerintah Daerah, dan 2 kebun 
raya Perguruan Tinggi. Jumlah tersebut baru 
mampu merepresentasikan 17 tipe ekoregion, 
artinya masih diperlukan 30 kebun raya baru agar 
mampu mengkonservasi seluruh kekayaan 
jenis tumbuhan di Indonesia. Berdasarkan 
Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Pengembangan Kebun Raya 
Indonesia, dibutuhkan minimal 47 kebun raya 
untuk mengkonservasi keragaman tumbuhan 
pada tiap tipe ekoregion di Indonesia. 
 
Proses pembangunan kebun raya baru harus 
terus dikembangkan untuk menyelamatkan 
keragaman tumbuhan di Indonesia. Selama 
proses pembangunan berlangsung, terdapat 
beberapa catatan penting yang perlu 
diperhatikan. Tulisan ini bermaksud mengungkap 
beberapa capaian Program Pembangunan 




P E R K E M B A N G A N  K E B I J A K A N  
P E M B A N G U N A N  K E B U N  R A Y A  
 
Pembangunan Kebun Raya di Indonesia 
merupakan pekerjaan lintas sektor yang 
memerlukan koordinasi antar lini. Kebijakan 
menjadi dasar yang kuat untuk menyatukan 
seluruh komponen yang diperlukan dalam 
pembangunan kebun raya. Dukungan aspek 
legal baik nasional maupun internasional turut 
menentukan keberhasilan pembangunan 
Kebun Raya di Indonesia (Gambar 1). Pada 
tingkat internasional, pentingnya pembangunan 
dan pemeliharaan fasilitas konservasi 
keanekaragaman hayati secara ex situ 
dinyatakan di dalam Konvensi PBB mengenai 
keanekaragaman hayati atau Convention on 
Biological Diversity (CBD) tahun 1992 pasal 9 
point b. Sebagai salah satu negara yang 
meratifikasi CBD, Indonesia mempunyai 
kewajiban untuk ikut berperan mewujudkan 
target-target CBD dan juga turunannya 
(termasuk Global Strategy for Plant 
Conservation-GSPC) yang telah disepakati, 
seperti pengembangan model-model atau 
protokol-protokol konservasi dan pemanfaatannya 
secara berkelanjutan, mengusahakan 75% 
jenis-jenis tumbuhan yang terancam 
kepunahan terdapat di kawasan konservasi 
ex situ yang mudah diakses di mana 20% 
diantaranya siap untuk digunakan dalam 
program-program pemulihan dan restorasi. 
 
Peraturan perundangan yang mengatur 
tanggungjawab untuk mengelola lingkungan 
hidup dan menjaga kelestarian keanekaragaman 
hayati menjadi satu contoh kebijakan yang 
mendasari keberhasilan pembangunan kebun 
raya. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan 
Ekosistemnya menyebutkan bahwa Pemerintah 
dapat menyerahkan sebagian urusan 
pelaksanaan konservasi sumberdaya alam 
hayati dan ekosistemnya kepada Pemerintah 
Daerah. Berikutnya Undang Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan 
bahwa Pemerintah memberi kewenangan 
yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah 
dalam melakukan perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup di daerah 
masing-masing. Kedua peraturan perundangan 
tersebut menyebutkan bahwa kewajiban 
perlindungan sumber daya hayati dan 
ekosistemnya serta pengelolaan lingkungan 
hidup tidak hanya milik Pemerintah Pusat, 
namun juga Pemerintah Daerah. 
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Gambar 1. Kebijakan Internasional dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Kebun Raya di 
Indonesia 
 
Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup 
di daerah disebutkan dalam Undang Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah. Pemerintah Daerah menyelenggarakan 
urusan lingkungan hidup sebagai Urusan 
Pemerintahan Konkuren. Pemerintahan 
Daerah berwenang untuk mengatur dan 
mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. 
Undang-undang ini memberikan keleluasaan 
daerah untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan 
masyarakatnya. Pembangunan Kebun Raya 
Daerah merupakan bagian dari upaya 
Pemerintah Daerah dalam rangka melestarikan 
sumber daya hayati lokal untuk 
kesejahteraan masyarakatnya yang pada 
akhirnya untuk mendukung pencapaian 
tujuan nasional secara keseluruhan. Pada 
tahap selanjutnya, program pembangunan 
Kebun Raya Daerah akan semakin diperkuat 
dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah 
(PP) tentang Urusan Pemerintahan Konkuren 
Dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Hingga akhir 2019, proses pembentukan PP 
ini masih dalam proses sinkronisasi. 
Lahirnya Undang Undang Pemerintah Daerah 
sempat menyebabkan beberapa masalah 
dalam pembangunan kebun raya. Ditariknya 
urusan kehutanan dari Pemerintah 
Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi 
menyebabkan perubahan kewenangan 
pengelolaan teknis kebun raya di 
Kabupaten/Kota. Seluruh pengelolaan teknis 
perkebunrayaan di Kabupaten/Kota beralih 
dari Dinas Kehutanan ke Dinas Lingkungan 
Hidup sebagai Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) yang paling tepat. Proses peralihan ini 
sedikit menghambat pengelolaan di 
beberapa Kebun Raya Daerah, kerena staf 
pengelola berganti orang yang sama sekali 
baru mengurus kebun raya. Akan tetapi, 
lambat tapi pasti proses peralihan ini dapat 
berjalan dengan baik.  
 
Apabila dikaitkan dengan isu nasional yang 
bahkan saat ini sedang menjadi perhatian 
dunia adalah Komitmen negara dalam upaya 
memenuhi pelaksanaan pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable 
Development Goals (SDGs).  Penerapan SDGs 
di Indonesia telah diatur dalam Peraturan 
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Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang 
menguraikan 17 tujuan dari implementasi 
SDGs telah masuk dalam sasaran nasional 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di 
Indonesia. Penerapan SDGs dalam Perpres 
tersebut sangat sesuai dengan 5 fungsi kebun 
raya tentang konservasi, pendidikan, 
penelitian, wisata, dan jasa lingkungan. 
Target SDGs Indonesia diantaranya: 
mengambil tindakan cepat untuk mengatasi 
perubahan iklim dan dampaknya; melindungi, 
merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan 
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola 
hutan secara lestari, menghentikan 
penggurunan, memulihkan degradasi lahan, 
serta menghentikan kehilangan keanekaragaman 
hayati.  
 
Peraturan perundangan yang berdampak 
besar dalam percepatan pembangunan 
Kebun Raya Daerah selama 10 tahun terakhir 
adalah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 93 
Tahun 2011 tentang Kebun Raya. Perpres ini 
telah terbukti efektif dalam mendorong dan 
mempercepat pembangunan kebun raya di 
daerah. Perpres ini menjadi dasar bagi 
Kementerian PUPR dan Kementerian lain 
untuk mendukung pembangunan Kebun Raya 
Daerah sesui tusi masing-masing. Di daerah, 
Perpes ini menjadi landasan yang cukup kuat 
bagi Kepala Daerah ketika beraudiensi 
kepada DPRD untuk mengajukan pendanaan 
dalam pengelolaan kebun raya. Sebagai 
penjelasan Perpres ini, selanjutnya dibentuk 
peraturan perundangan satu tingkat di 
bawahnya oleh Kepala LIPI, baik yang bersifat 
atributif (kewenangan langsung) maupun 
delegatif (yang disebut langsung dalam 
Perpres).  Peraturan atributif pertama yang 
dibentuk adalah Peraturan Kepala LIPI Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun 
Raya, dan yang terakhir adalah Peraturan LIPI 
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan 
Kebun Raya. Sementara Peraturan delegatif 
yang disebutkan dalam Pasal 5 Perpres 
Nomor 93 Tahun 2011, yaitu Peraturan 
Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Rencana Pengembangan Kebun Raya 
Indonesia. 
 
Setelah hampir 10 tahun berjalan, Perpres ini 
masih terdapat kelemahan  yang terkait 
dengan keterlibatan Pihak Lain, seperti 
Perguruan Tinggi, swasta, dan perorangan, 
serta Kementerian/Lembaga lain. Perpres ini 
hanya mengatur keterlibatan LIPI, 
Kementerian PUPR, dan Pemerintah Daerah. 
Keterlibatan pihak lain ini sangat diperlukan 
dalam mempercepat pembangunan Kebun 
Raya untuk menyelamatkan kelestarian 
keanekaragaman hayati di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal ini dituangkan pula dalam 
Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2017 
dan Peraturan Kepala LIPI Nomor 4 Tahun 
2019, bahwa pihak lain yang dapat berperan 
serta dalam pembangunan kebun raya antara 
lain Perguruan Tinggi, Swasta, dan 
Perorangan. Pada saat ini sedang diupayakan 
adanya revisi Perpres agar keterlibatan 
Perguruan Tinggi, sebagai lembaga akademisi 
yang sangat relevan dengan kebun raya, dan 
pihak lainnya agar dapat memiliki hak dan 
kewajiban yang sama dengan Pemerintah 
Daerah untuk membangun kebun raya. 
 
STATUS TERKINI KEBUN RAYA 
INDONESIA  
 
Pembangunan kebun raya baru dapat dibagi 
dalam 3 tahapan, yaitu; Tahap Perencanaan, 
yaitu sebuah kebun raya yang baru diinisiasi 
dan ditandai dengan adanya dokumen 
Rencana Induk (masterplan); Tahap 
Pembangunan, yang dibagi dalam 2 fase, 
yaitu ketika sebuah kebun raya telah memiliki 
SDM pengelola dan koleksi tumbuhan yang 
didokumentasikan, dan fase ketika kebun 
raya telah memiliki Unit Pengelola Teknis 
(UPT), Peraturan Daerah atau kebijakan lain 
di tingkat Pemda, dan beberapa infrastruktur 
pendukung yang memadai; dan Tahap 
Pengelolaan, yaitu tahapan setelah kebun 
raya di-launching (diresmikan secara umum), 
dan telah menjalankan 5 fungsi kebun raya 
(Gambar 2). 




Gambar 2. Status Kebun Raya Indonesia Hingga Desember 2019 
 
Hingga Desember 2019, dari total 43 kebun 
raya di Indonesia, 4 kebun raya masih berada 
di tahap perencanaan, yaitu KR Sigi, KR 
Wolobobo Ngada, KR Gunung Tidar 
Magelang, dan KR Balingkang Bangli. 
Keempat kebun raya ini memang baru 
diinisiasi tahun 2019 dan masterplan selesai 
di akhir tahun. Sebanyak 10 kebun raya yang 
masih pada tahap pembangunan untuk fase 
pertama, dan 10 kebun raya untuk fase 
kedua. Kebun raya yang berada pada tahap 
pembangunan di fase kedua relatif sudah 
siap untuk di-launching. Terdapat 19 kebun 
raya yang berada pada tahap pengelolaan.
 
 




Gambar 3. Peta Sebaran Kebun Raya Indonesia 
 
Apabila dilihat dari aspek geografis, 
penyebaran kebun raya di Indonesia masih 
dominan berada di wilayah barat dan tengah 
(Gambar 3). Sementara wilayah Indonesia 
bagian timur hanya ada KR Wamena dan KR 
Papua yang sedang dalam persiapan inisiasi. 
Hal ini mendasari LIPI untuk lebih memprioritaskan 
pembangunan kebun raya baru di wilayah 
timur. Pulau Papua dan Maluku menjadi 
wilayah yang menjadi perhatian, mengingat 
ragam ekosistem yang unik dan memiliki 
jumlah jenis tumbuhan endemik yang tinggi. 
Sebanyak 30 tipe ekoregion yang belum ada 




Jumlah 47 kebun raya adalah jumlah minimal, 
dimana setiap ekoregion diasumsikan memiliki 
minimal satu kebun raya. Pada kenyataannya, 43 
kebun raya tersebut baru mewakili 17 tipe 
ekoregion. Hal ini menunjukkan bahwa 
beberapa kebun raya memiliki kesamaan 
wilayah ekoregion. Kondisi ini tidak menjadi 
masalah, karena selain akan lebih 
memperkaya koleksi jenis, setiap kebun raya 
memiliki tema koleksi sendiri yang menjadi 
keunggulan setempat (Tabel 1). Sesuai 
dengan Peraturan LIPI Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Pembangunan Kebun Raya, Pasal 21 
menyebutkan bahwa rumusan tema Kebun 
Raya merupakan tema yang menjadi fokus 
utama koleksi tumbuhan sesuai ekoregion 
dan keunggulan yang menjadi ciri khas suatu 
Kebun Raya. 
  
Tabel 1. Daftar Kebun Raya, Luasan, dan Tema Koleksi Kebun Raya Indonesia 
No. Kebun Raya Provinsi Luas (ha) Tema Koleksi 
1 KR Samosir Sumatera Utara 100 Tumbuhan dataran tinggi Sumatera 
Utara 
2 KR Sipirok, Tapanuli 
Selatan 
Sumatera Utara 80 Tumbuhan pada zona transisi antara 
Hutan Hujan Pamah dan Hutan 
Hujan Pegunungan Sumatera  
3 KR Pelalawan Riau 100 Tumbuhan rawa gambut Sumatera 
4 KR Batam Kepulauan Riau 86 Tumbuhan pulau-pulau kecil 
Indonesia  
5 KR Solok* Sumatera Barat 112,60 Tumbuhan Rempah Indonesia 
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No. Kebun Raya Provinsi Luas (ha) Tema Koleksi 




96,04 Tumbuhan hutan kerangas Bangka 
Belitung 




55,70 Tumbuhan asli Bangka dan hutan 
pamah Sumatera 
8 KR Bukit Sari Jambi Jambi 425 Tumbuhan dataran rendah 
Sumatera 
9 KR Sriwijaya Sumatera Selatan 100 Tumbuhan obat dan lahan basah 
Sumatera 
10 KR Liwa Lampung 86,67 Tumbuhan hias Indonesia 
11 KR Institut Teknologi 
Sumatera  
Lampung 75,52 Tumbuhan hutan hujan pamah 
Sumatera 
12 KR Bogor Jawa Barat 87 Tumbuhan dataran rendah beriklim 
basah 
13 KR CSC BG -Cibinong  Jawa Barat 30 Tumbuhan Indonesia berdasarkan 
bioregion 
14 KR Cibodas Jawa Barat 84,99 Tumbuhan dataran tinggi kawasan 
Indonesia bagian Barat 
15 KR Kuningan Jawa Barat 172 Tumbuhan daerah berbatu dan 
Gunung Ciremai 
16 KR Baturraden Jawa Tengah 142 Tumbuhan pegunungan Jawa 
17 KR Indrokilo, Boyolali Jawa Tengah 8 Tumbuhan Hutan Hutan  
Dataran Rendah Jawa Bagian  
Timur 
18 KR Gunung Tidar, 
Magelang 
Jawa Tengah 69 Tumbuhan hias pada hutan hujan 
dataran rendah Jawa 
19 KR Purwodadi Jawa Timur 85 Tumbuhan dataran rendah beriklim 
kering 
20 KR Mangrove 
Surabaya 
Jawa Timur 46 Tumbuhan mangrove jawa 
21 KR Eka Karya Bali Bali 157,50 Tumbuhan dataran tinggi kawasan 
Indonesia bagian Timur 
22 KR Jagatnatha, 
Jembrana 
Bali 5,80 Tumbuhan Usada dan Upacara Adat 
Bali 
23 KR Gianyar Bali 9,71 Tumbuhan asli Gianyar, tumbuhan 
upacara adat (Taru Pramana), 
tumbuhan obat (Taru Usadha)’ dan 
tanaman sesajian (Banten Bali 
Pulina) 
24 KR Balingkang, Bangli Bali 14,05 Tumbuhan upacara Hindu kawasan 
pegunungan Bali 
25 KR Lemor Lombok Nusa Tenggara Barat 130 Tumbuhan Kepulauan Sunda Kecil  
26 KR Sambas Kalimantan Barat 300 Tumbuhan riparian Kalimantan 
27 KR Danau Lait  Kalimantan Barat 328 Tumbuhan kawasan equator 
28 KR Katingan Kalimantan Tengah 127,47 Tumbuhan buah Indonesia 
29 KR Sampit Kalimantan Tengah ±501 Tumbuhan kerangas Kalimantan 
30 KR Banua Kalimantan Selatan 100 Tumbuhan obat Kalimantan 
31 KR Tanjung Puri Kalimantan Selatan 50 Tumbuhan hutan pamah Kalimantan 
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No. Kebun Raya Provinsi Luas (ha) Tema Koleksi 
Tabalong 
32 KR Balangan Kalimantan Selatan 7,60 Tumbuhan asli Balangan dan hutan 
pamah Kalimantan 
33 KR Balikpapan Kalimantan Timur 309 Tumbuhan kayu Indonesia 
34 KR Minahasa* Sulawesi Utara 186 Tumbuhan dataran tinggi Wallacea 
35 KR Megawati 
Soekarno Putri  
Sulawesi Utara 221 Tumbuhan pamah kawasan 
Wallacea 
36 KR Kendari Sulawesi Tenggara 113 Tumbuhan ultra basa 
37 KR Universitas Halu 
Oleo Kendari 
Sulawesi Tenggara 22,77 Tumbuhan endemik Sulawesi 
38 KR Massenrempulu 
Enrekang 
Sulawesi Selatan 300 Tumbuhan kawasan Wallacea 
39 KR Jompie Parepare Sulawesi Selatan 13,50 Tumbuhan kawasan pesisir Wallacea 
40 KR Pucak Sulawesi Selatan 120 Tumbuhan bernilai ekonomi 
41 KR Sigi Sulawesi Tengah 30 Tumbuhan Hutan Gugur Daun 
Sulawesi 
42 KR Wamena Papua 160 Tumbuhan pegunungan tengah 
Papua 
43 KR Wolobobo, Ngada Nusa Tenggara Timur 91,81 Tumbuhan pegunungan di seluruh 
wilayah Kepulauan Sunda Kecil yang 
mencakup wilayah Bali hingga Nusa 
Tenggara 
Keterangan: * Kebun Raya tidak aktif 
 
CAPAIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
KEBUN RAYA DAERAH 
 
Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 93 
Tahun 2011 tentang Kebun Raya, LIPI c.q 
Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan 
Kebun Raya bertugas menjadi pembina dan 
pengawas teknis perkebunrayaan. Bentuk 
pembinaan tersebut dilakukan sejak program 
pembangunan Kebun Raya Daerah dilakukan. 
Data Bidang Pengembangan Kawasan Kebun 
Raya (2019) menyebutkan sejak 2012 hingga 
akhir 2019 terdapat 5 kegiatan utama yang 
dilakukan hampir di setiap tahunnya, yaitu 
eksplorasi, detasering, implementasi database, 
penataan taman tematik, dan diklat 
perkebunrayaan (Tabel 2). Kegiatan-kegiatan 
ini selalu diprioritaskan dengan intensitas dan 
volume yang berbeda setiap tahun 
tergantung ketersediaan dana (Gambar 4). 
 
Berdasarkan definisi yang tertuang di 
Peraturan LIPI Nomor 4 Tahun 2019 tentang 
Pembangunan Kebun Raya, eksplorasi adalah 
kegiatan pengoleksian material hidup berupa 
anakan, biji, stek, dan/atau material lain 
suatu jenis tumbuhan dari habitat alaminya 
untuk pengadaan dan peningkatan jenis 
koleksi tumbuhan di Kebun Raya. Selama 
2012-2019, eksplorasi telah dilakukan dan 
menghasilkan 98.153 spesimen yang 
ditempatkan di 25 kebun raya. Detasering 
dilakukan dengan mengirimkan tenaga teknis 
untuk membantu Pemerintah Daerah/pengelola 
dalam pemeliharaan koleksi maupun 
kawasan kebun raya. Kegiatan detasering 
dapat dilakukan antara lain; pemeliharaan 
bibit, pengorganisasian bibit di pembibitan 
berdasarkan taksa dan kondisi pertumbuhannya, 
pendataan bibit yang dipelihara di 
pembibitan dan penyeleksian bibit untuk 
ditanam sebagai koleksi kebun, penataan dan 
penanaman koleksi, pemeliharaan koleksi, 
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dan pendataan koleksi. Sementara 
implementasi data base dilakukan untuk 
membangun jaringan data base koleksi KRI 
yang teraplikasi melalui SIGIT (sistem 
informasi registrasi). Pada kurun 2012 – 
2019, kegiatan penanaman koleksi telah 
mencapai 255.302 spesimen pada 26 kebun 
raya. 
 





1 Jumlah Koleksi (Hasil Eksplorasi) 98.153  spesimen 25 Kebun Raya 
2 Jumlah Koleksi Tertanam  255.302  spesimen 26 Kebun Raya 
3 Implementasi Database 50.499  spesimen 14 Kebun Raya 




Diklat Perkebunrayaan     
a. Manajemen 638  orang 39 Kebun Raya 





Gambar 4. Grafik Capaian Kegiatan Pembangunan Kebun Raya Daerah Selama 2012-2019 
 
Dalam upaya mewujudkan fungsi kebun raya 
sebagai tempat rekreasi maupun sarana 
pendidikan lingkungan bagi masyarakat, 
maka penataan taman-taman tematik dan 
taman border sebagai ornamen kebun akan 
dilakukan. Taman tematik adalah taman 
koleksi yang ditata berdasarkan kesamaan 
fungsi, sedangkan taman border adalah 
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taman penghias yang kawasan kebun raya. 
Desain ataupun zona penataannya dapat 
mengacu pada dokumen masterplan yang 
sudah disusun. Penataan taman tematik 
dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah 
Daerah. Skema kegiatan dilakukan dengan 
mengirim tenaga ahli dan teknisi taman 
tematik untuk bekerjasama dengan pengelola 
untuk membangun taman. Selama 2012-2019 
dihasilkan 109 taman tertata di 21 kebun 
raya. 
 
Pembinaan SDM pengelola Kebun Raya 
Daerah dimaksudkan untuk memberikan 
dukungan dan asistensi subtansial mengenai 
perkebunrayaan. Bahan pelatihan yang 
digunakan ditetapkan sebagai materi standar 
pelatihan. Secara umum, program pelatihan 
akan dikelompokkan ke dalam 2 paket, yaitu: 
Diklat untuk aspek-aspek teknis ditujukan 
kepada para pelaksana lapangan dan 
workshop perkebunrayan untuk aspek-aspek 
manajerial ditujukan kepada para pimpinan 
Kebun Raya Daerah. Selama 2012-2019, 
diklat teknis telah diikuti 638 orang dari 39 
kebun raya dan workshop melibatkan 426 
orang dari 37 kebun raya. 
 
LAUNCHING KEBUN RAYA 
 
Launching merupakan peresmian sebuah 
Kebun Raya yang telah siap menjalankan 5 
(lima) fungsi dan dibuka untuk umum. 
Kriteria launching Kebun raya daerah sesuai 
Surat Keputusan Kepala LIPI No. 2/F/2015 
dan Peraturan LIPI Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Pembangunan Kebun Raya, adalah: 
(1) memiliki lahan berkekuatan hukum tetap, 
(2) memiliki lembaga pengelola yang definitif, 
(3) memiliki fungsi sebagaimana tercantum 
dalam Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 
2011 tentang Kebun Raya, dan (4) memiliki 
infrastruktur pendukung yang memadai pada 
zona penerima, zona pengelola dan zona 
koleksi. 
Berdasarkan SK Kepala LIPI No. 2/F/2015 
tentang Kriteria dan Jadwal Launching Kebun 
Raya di Indonesia tahun 2015-2019 telah 
ditetapkan target launching sebanyak 14 
Kebun Raya Daerah di Kawasan Perkotaan 
dan Non Perkotaan pada tahun 2015-2019. 
Oleh karena adanya dinamika perubahan 
kebijakan di Pemerintah Daerah, capaian 
launching sedikit berubah menjadi 12 kebun 
raya (Tabel 3). Apabila dihitung dengan 
Kebun Raya Daerah yang di-launching 
sebelumnya, yaitu KR Massenrempulu 
Enrekang (2013) dan KR Balikpapan (2014), 
maka total 14 kebun raya hingga 2019. 
 
Terdapat 4 kebun raya yang belum bisa di-
launching sesuai jadwal yang ditetapkan, 
yaitu Kebun Raya Samosir-Sumatra Utara, 
Kebun Raya Wamena-Papua, Kebun Raya 
Pucak-Sulawesi Selatan, dan Sambas-
Kalimantan Barat.  Hal ini terjadi karena 
Kebun Raya tersebut belum memenuhi 
persyaratan launching suatu kebun raya 
daerah. Namun demikian ada 2 kebun raya 
yang tidak ditargetkan sebelumnya telah 
melaksanakan launching, yaitu Kebun Raya 
Indrokilo Boyolali dan Kebun Raya 
Jagatnatha. Keadaan ini terjadi karena 
komitmen dan keinginan kuat dari 
pemerintah daerah dalam percepatan 
pembangunan KR. Selain itu ada 2 kebun raya 
yang sudah melaksanakan softlaunching, 
yaitu seremoni untuk menandai dimulainya 
pembangunan, yaitu KR UHO (2016) dan KR 
Gianyar (2017). Keberhasilan dalam 
pelaksanaan program pembangunan kebun 
raya daerah ini merupakan akumulasi sinergi 
kerjasama dengan para stakeholder, baik dari 
LIPI, OPD di Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, 
Kementerian PUPR, Kementerian Dalam 
Negeri, Perusahaan dibawah naungan BUMN, 
BUMD maupun pihak swasta yang terus 
mendorong terwujudnya pembangunan 
kebun raya. 
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Tabel 3. Daftar Kebun Raya Daerah yang Di-launching 








2. KR Kuningan  
1. KR Banua 
2. KR 
Katingan  
1. KR Jompie 
Parepare 
2. KR Liwa 
 
1. KR Sriwijaya 
2. KR Lemor 
Lombok 
3. KR Batam  
 
1. KR Indrokilo 
Boyolali 
2. KR Kendari 
3. KR Jagatnatha  
 
 
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan Launching Kebun Daerah 
 
 
Gambar 6. Grafik Jumlah Pengunjung Kebun Raya Daerah Selama 2012-2019 
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Setelah dilakukan launching, pada umumnya 
terjadi pelonjakan jumlah pengunjung setiap 
tahunnya (Gambar 6). Pengunjung mulai 
mengenal kebun raya dan sebagian lagi 
semakin menikmati berbagai sarana yang 
dibangun di kebun raya. Bahkan, sebuah 
kejadian booming pengunjung di KR Kuningan 
di 2016 sedikit berdampak pada kerusakan 
beberapa koleksi dan taman. Antusias 
pengunjung sangat tinggi di luar skenario 
pengelola sehingga dengan terpaksa ada 
penutupan area kebun untuk dilakukan 
kegiatan pemulihan. 
 
JABATAN FUNGSIONAL PERKEBUNRAYAAN 
 
Terbitnya Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 tentang 
Kebun Raya, semakin menguatkan 
kewenangan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian 
Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya-LIPI 
dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan teknis atas pembangunan 
seluruh Kebun Raya di Indonesia (Pasal 19 
ayat 1). Jumlah Kebun Raya yang tersebar di 
tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota 
secara tidak langsung akan menyerap lebih 
banyak SDM yang menduduki jabatan bidang 
perkebunrayaan. LIPI selaku Instansi Pembina 
berupaya meningkatkan dan mengembangkan 
karir SDM bidang Perkebunrayaan dengan 
mengusulkan jabatan fungsional tertentu 
yaitu Jabatan Fungsional Analis dan Teknisi 
Perkebunrayaan kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (MENPANRB).  Jabatan 
fungsional itu penting karena dengan jabatan 
fungsional akan memperjelas kedudukan 
dalam organisasi, prestasi kerja terkait 
dengan kenaikan pangkat dan atau jabatan, 
batas usia pensiun lebih tinggi, kesejahteraan 
lebih baik (tunjangan fungsional dan kelas 
jabatan), mendorong profesionalisme 
(keahlian dan keterampilan tertentu), 
menjadikan ASN sebagai profesi dan 
pelaksanaan tugas ASN lebih terstruktur (Tim 
Penyusun Naskah Akademik Jabatan 
Fungsional Bidang Perkebunrayaan, 2018). 
 
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 
Tentang Pengusulan, Penetapan, Dan 
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil pasal 15 tentang tata cara Tata 
Cara Pengusulan dan Penetapan Jabatan 
Fungsional, Tim LIPI yang terdiri dari Pusat 
Penelitian dan Konservasi Tumbuhan Kebun 
Raya, Biro Organisasi dan Sumber Daya 
Manusia, Biro Kerja Sama Hukum dan Humas, 
dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah 
melalui tahapan-tahapan dalam pengusulan 
dan penetapan Jabatan Fungsional 
Perkebunrayaan, saat ini telah terbit  
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi 
Perkebunrayaan, diundangkan tanggal 9 
Agustus 2018 
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2018 tentang Jabatan Fungsional Analis 
Perkebunrayaan, diundangkan tanggal 9 
Agustus 2018 
3. Peraturan LIPI Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Analis Perkebunrayaan, 
diundangkan tanggal 8 Agustus 2019. 
4. Peraturan LIPI Nomor 10 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Jabatan 
Fungsional Teknisi Perkebunrayaan, 
diundangkan tanggal 8 Agustus 2019. 
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara 
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pembinaan Jabatan Fungsional Analis 
Perkebunrayaan, diundangkan tanggal 
29 Oktober 2019 
6. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Pedoman 
Penghitungan Kebutuhan Jabatan   
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Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan 
Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan, 
diundangkan tanggal 22 April 2020  
 
Beberapa tahapan kegiatan yang masih 
dilakukan Tim LIPI agar JF Perkebunrayaan ini 
dapat diimplementasikan adalah Penyusunan 
Peraturan tentang tunjangan JF Perkebunrayaan, 
Peratuaran tentang mekanisme pengangkatan dalam 
jabatan, dan Pembentukan Diklat JF Perkebunrayaan. 
 
TANTANGAN PEMBANGUNAN KEBUN 
RAYA  
 
Permasalahan paling mendasar dalam 
pembangunan Kebun Raya Daerah adalah 
komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, 
baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Komitmen dapat diindikasikan dari 
beberapa faktor, diantaranya adalah 
kontinyuitas pendanaan, dukungan kebijakan, 
swadaya infrastruktur pendukung, pemeliharaan 
infrastruktur, dan keterlibatan pihak lain 
dalam jejaring perkebunrayaan. Pada lingkup 
Pemerintah Daerah, komitmen ini sangat 
terkait dengan tingginya intensitas 
pergantian pejabat dan pengelola kebun 
raya. Pejabat atau pengelola baru kebun raya 
biasanya membutuhkan waktu untuk dapat 
benar-benar memahami pentingnya tugas 
dan fungsi kebun raya. Beberapa 
permasalahan teknis di lapangan sebagai 
turunan dari kurangnya komitmen pengelola 
yang sering terjadi adalah kelembagaan 
belum terbentuk secara definitif, SDM minim, 
pemanfaatan aset yang belum optimal, tidak 
semua kebun raya memiliki dokumen 
AMDAL/UKL-UPL, kelambatan pengurusan 
Izin Mendirikan Bangunan, beberapa lahan 
yang tidak sepenuhnya clean and clear, dan 
belum adanya PERDA Retribusi Kebun Raya 
sehingga pembangunan kebun raya tidak 
memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. 
 
Pada lingkup Pemerintah Pusat, perubahan 
kebijakan penanganan kegiatan kebun raya 
sering menyebabkan kegiatan pembangunan 
Kebun Raya Daerah tersendat. Sebagai 
contoh penganggaran LIPI sering terjadi 
perubahan mendadak terkait dengan 
kebijakan efisiensi. Kebijakan di lingkungan 
Kementerian PUPR, jika pada tahun 2015- 
2017 dilaksanakan oleh Satker PBLS, pada 
tahun 2018 beberapa kegiatan kebun raya 
dilakukan oleh Satker PBL Provinsi. Perubahan 
organisasi kesatkeran di Kementerian PUPR 
dimana pada tahun 2019 dibentuk Balai 
Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi 
mengakibatkan perlunya koordinasi aktif 




Peran kebun raya dalam penyelamatan 
keanekaragaman tumbuhan Indonesia merupakan 
agenda penting dalam memperkenalkan pengelolaan 
keanekaragaman hayati yang lebih baik. 
Antusias Pemerintah Daerah, Perguruan 
Tinggi, swasta, dan perorangan dalam 
pembangunan kebun raya harus ditangkap 
sebagai peluang untuk pengembangan upaya 
konservasi secara nasional. Untuk itu, 
diperlukan berberapa langkah koordinatif 
antar berbagai pihak. Penyusunan roadmap 
pembangunan kebun raya di Indonesia 2020-
2024 diharapkan dapat menjadi acuan agar 
pembangunan kebun raya lebih terfokus dan 
terarah. Pemilihan lokasi kebun raya yang 
diprioritaskan untuk dibangun dan 
dikembangkan perlu disusun dengan metode 
skoring yang mempertimbangkan komitmen 
pengelola. Hal ini terkait pula dengan 
penganggaran LIPI dan Kementerian PUPR 
yang terbatas. Skala prioritas terhadap 
usulan pembangunan kebun raya dilakukan 
dengan mempertimbangkan setidaknya 4 hal, 
yaitu: pemenuhan readinese criteria (RTRW, 
Perda BG, lokasi KSN, legalitas lahan); 
dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan 
kebun raya (alokasi dana pemeliharaan, 
penyediaan akses menuju kebun raya, 
program pendukung lainnya; mengutamakan 
usulan kegiatan yang mendukung fungsi 
utama kebun raya; dan memperhatikan 
proporsi pembiayaan untuk meminimalisir 
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